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ABSTRACT

The construction of the Karangnongko Dam as a National Strategic Project in

Bojonegoro Regency has encountered challenges in completing the acquisition of
Village Treasury Land (TKD), particularly in Kalangan and Ngelo Villages. These

challenges arise because TKD is governed not only by the legal framework of land
acquisition for public purposes, but also by the regulations on village asset
management. This condition gives rise to various social, administrative, juridical,

and institutional constraints, and reveals a gap between normative rules and their
implementation in practice. This study aims to analyze the implementation of
compensation for TKD, identify the obstacles encountered, and examine the
implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 3 of 2024 in the
process of completing TKD acquisition for the construction of the Karangnongko

Dam. This study employed a qualitative approach using a case study method. The
findings show that compensation for TKD has gone through the formal stages of
land acquisition, from location determination to the payment of monetary
compensation. However, the process has not been substantively completed because
replacement land has not yet been fully provided and restored as a village asset.

The main obstacles lie not in open social conflict, but in administrative, juridical,

and institutional issues, such as document adjustment, the freezing of funds in
special accounts, the utilization of compensation funds, tiered licensing, and weak
inter-agency coordination. Minister of Home Affairs Regulation Number 3 of 2024
is considered progressive because it provides a clearer normative basis, although

its effectiveness at the operational level remains limited.

Keywords: Policy Implementation, Minister of Home Affairs Regulation Number 3
of 2024, Village Treasury Land, Land Acquisition, Karangnongko Dam.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko dibangun di
wilayah perbatasan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora yang hingga kini
menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam proses pengadaan tanah dan
penyelesaian aset desa yang terdampak. Dengan nilai investasi mencapai Rp1,26
triliun dan ditargetkan dapat menampung 59,1 juta meter kubik air (Al Hikam,
2025). Proyek ini ditujukan untuk mendukung ketahanan air, irigasi, serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar. Namun, pelaksanaannya
tidak lepas dari persoalan sosial dan administratif, terutama terkait mekanisme
pelepasan Tanah Kas Desa (TKD) yang tunduk pada pengaturan yang ketat dalam
peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa
keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata-mata ditentukan oleh faktor
teknis dan pendanaan, melainkan turut ditentukan oleh kapasitas pemerintah dalam
menangani dinamika sosial, hukum, dan kelembagaan di tingkat lokal. Secara lebih
luas, infrastruktur seperti bendungan memiliki peran penting sebagai tulang
punggung aktivitas sosial ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan
menjadi sarana pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat (Sriwati dkk., 2024).

Kendala utama dalam pelaksanaan proyek Bendungan Karangnongko terletak
pada proses pengadaan tanah, khususnya ketika objek yang terdampak mencakup
TKD. Sebagai aset milik Pemerintah Desa, TKD memiliki status hukum khusus dan
berperan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Merujuk Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa,
pelepasan hak atas TKD termasuk dalam kategori pemindahtanganan aset desa.
Mekanisme pengalihan tersebut diatur dalam Pasal 25, yang meliputi tukar-
menukar, penjualan, dan penyertaan modal Pemerintah Desa.

Pengalihan aset desa yang diperuntukkan bagi kepentingan umum,

pelaksanaannya ditempuh melalui mekanisme tukar-menukar, mekanisme ini



mengharuskan instansi atau lembaga yang membutuhkan tanah untuk menyediakan
tanah pengganti bagi Pemerintah Desa setelah memperoleh izin Gubernur.
Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan aset desa agar desa
sebagai pemegang aset tidak kehilangan aset produktif maupun potensi ekonomi
akibat pelepasan tanah. Pelepasan TKD tanpa penggantian yang layak berpotensi
menimbulkan dampak terhadap pendapatan asli desa serta dinamika sosial
masyarakat setempat, terutama apabila tanah tersebut sebelumnya dimanfaatkan
untuk kegiatan produktif (Hendrawati, 2021).

Proses pengalihan TKD dalam pembangunan Bendungan Karangnongko
masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Pembangunan Bendungan
Karangnongko secara resmi mulai dilaksanakan pada tahun 2023 setelah
diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah, namun hingga saat ini proses pengadaan tanah belum
sepenuhnya tuntas. Berdasarkan hasil penelusuran awal dan pemberitaan Radar
Bojonegoro, Ramadhana (2025) mengungkapkan bahwa proses pembebasan lahan
Bendungan Karangnongko hingga kini belum sepenuhnya selesai, dengan tanah
wakaf yang telah berproses, sementara TKD masih menghadapi berbagai kendala.
Hal ini sejalan dengan data Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yang
mencatat bahwa proyek tersebut berdampak pada 25 bidang TKD di Desa Kalangan
dan 5 bidang di Desa Ngelo. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengadaan TKD
memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, yang dipengaruhi oleh karakteristik tiap
bidang tanah yang berbeda, baik dari segi nilai, lokasi, maupun pola
pemanfaatannya. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Saraswati (2024) yang
menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik dan tingkat kesesuaian tanah
pengganti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lamanya proses tukar-
menukar tanah desa.

Kesulitan utama dalam pengadaan TKD terletak pada penyediaan lahan
pengganti yang senilai, baik dari aspek luas, nilai, maupun peruntukan. Berdasarkan
informasi awal yang diperoleh peneliti melalui pra-survei dan keterangan dari
pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, penyediaan tanah pengganti

sering terkendala oleh proses birokrasi yang panjang dan berjenjang serta
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keterbatasan anggaran yang turut memperlambat penyelesaian pengadaan tanah.
Kondisi ini sejalan dengan temuan Imbiri dkk. (2025) menunjukkan bahwa praktik
penggantian TKD menghadapi hambatan berupa ketidakseimbangan nilai tanah
pengganti, prosedur administratif yang kompleks, serta ketiadaan batas waktu yang
jelas dalam setiap tahapan, yang berimplikasi pada keterlambatan pelaksanaan dan
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi desa sebagai pemegang hak atas aset
desa. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang intensif antara
Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan instansi terkait lainnya
agar proses penggantian aset desa dapat dilakukan secara proporsional, transparan,
dan memberikan kepastian hukum.

Temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Pratiwi (2021) yang
menyatakan bahwa proses ganti rugi TKD yang dialokasikan bagi pembangunan
jalan tol Solo-Mantingan mengalami berbagai hambatan. Kendala yang dominan
adalah tidak mudahnya menemukan tanah pengganti yang sesuai dengan
persyaratan hukum. Seiring berjalannya waktu, harga tanah pengganti terus
mengalami kenaikan karena tertundanya pelaksanaan tukar-menukar. Selain itu,
prosedur administratif tukar-menukar yang lama dan rumit semakin memperlambat
penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Aspek sosial menunjukkan bahwa keterlambatan penyelesaian pengadaan
tanah berpotensi memengaruhi relasi antara masyarakat dan pemerintah, mengingat
tanah sering dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif. Hilangnya akses
terhadap tanah tanpa kejelasan pengganti dapat menimbulkan ketegangan sosial di
tingkat lokal, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Ayuni (2025) yang
menemukan bahwa pengadaan tanah berdampak pada hilangnya mata pencaharian,
berkurangnya partisipasi sosial, dan munculnya potensi konflik antara masyarakat
dan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika sosial dan
administratif dalam pengadaan TKD menjadi penting untuk menjelaskan akar
persoalan dan menemukan pola penyelesaiannya.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan
normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan ini kemudian mendorong

perlunya penyempurnaan regulasi pengelolaan aset desa, salah satunya melalui
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penerbitan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan dalam
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan ini
secara khusus menguraikan prosedur dan mekanisme akuisisi TKD agar dapat
dilaksanakan secara akuntabel dan dipertanggungjawabkan (Tamrin dkk., 2024).
Senada dengan itu, Assiddiq dkk. (2023) menegaskan bahwa ketentuan ini
memandu pemerintah desa dalam seluruh proses pengelolaan aset mulai dari
penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga penegasan melalui peraturan desa,
termasuk di dalamnya pengadaan TKD untuk kepentingan pembangunan.

Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 diterbitkan bukan tanpa alasan, melainkan
sebagai bentuk penyempurnaan atas regulasi sebelumnya yang dinilai belum
sepenuhnya efektif di lapangan. Regulasi ini hadir untuk menjadi jembatan
penghubung antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan dengan menegaskan
mekanisme tukar-menukar yang lebih jelas, transparansi dan koordinasi
antarinstansi yang pada akhirnya desa memperoleh perlindungan hukum dan tidak
mengalami kerugian dalam proses pengadaan tanah. Perbedaan mendasar
Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 dengan regulasi sebelumnya dapat dilihat pada
Pasal 32A yang secara khusus mengatur pengelolaan TKD untuk PSN. Pasal
tersebut menjelaskan bahwa pengalihan aset desa dalam rangka PSN dilakukan
melalui mekanisme tukar-menukar dengan kompensasi berupa uang.

Secara yuridis, ketentuan tersebut juga berkaitan erat dengan Undang-
Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012, yang mengatur tahapan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, mulai dari perencanaan, konsultasi publik, hingga
penetapan/pemberian ganti kerugian yang layak. Namun, ketika tanah yang
dibebaskan termasuk dalam kategori aset desa, proses pengadaan tanah berhadapan
dengan dua rezim pengaturan sekaligus, sehingga dalam praktik berpotensi
memunculkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah atau instansi
pelaksana proyek yang tunduk pada ketentuan pengadaan tanah dan pemerintah
desa yang wajib mematuhi tata kelola aset desa sesuai dengan Permendagri (Imbiri
dkk., 2025). Aryati dkk. (2022) menegaskan bahwa kewenangan lokal dan hak asal-
usul melekat pada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, sehingga desa

berwenang mengelola kepentingan warganya, termasuk dalam hal pengadaan TKD.
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Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali sejauh
mana pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Karangnongko telah memberikan
Pemerintah Desa perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan dan
optimalisasi pengelolaannya demi kesejahteraan masyarakat desa (Nahuddin dkk.,
2023).

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan prosedural dan
ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak luas berupa tertundanya pelaksanaan
proyek, ketidakpastian bagi pihak desa sebagai penerima ganti rugi, serta potensi
hilangnya aset produktif desa yang seharusnya menjadi sumber pendapatan.
Mustafa dkk. (2025) menunjukkan bahwa ketidakjelasan status tanah,
keterlambatan penetapan lokasi, dan belum optimalnya mekanisme ganti rugi
menyebabkan ketidakpastian hukum serta keterlambatan pelaksanaan pengadaan
tanah. Lebih lanjut, ketidakjelasan status aset dan lemahnya posisi pihak terdampak
akibat keterbatasan pemahaman hukum berpotensi memicu konflik apabila proses
pengadaan tanah tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Merujuk pada kajian sebelumnya, penelitian Aziz (2025) merupakan kajian
awal yang menelaah implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 dalam
pengadaan TKD pada pembangunan Bendungan Jlantah, dengan fokus pada aspek
normatif dan prosedural. Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan ketentuan
pengelolaan aset desa dalam pengadaan TKD pada PSN, dengan menggali
pengalaman dan pandangan para pihak yang terlibat langsung. Melalui pendekatan
ini, penelitian diharapkan mampu menelaah faktor sosial, administratif, yuridis, dan
kelembagaan yang memengaruhi implementasi kebijakan, sehingga tidak hanya
bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif.

Uraian latar belakang tersebut menegaskan adanya kebutuhan untuk
mengkaji pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset desa dalam konteks penyelesaian
pengadaan TKD pada pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten
Bojonegoro, yang selanjutnya dirumuskan dalam penelitian berjudul “Kajian

Implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 pada Proses Penyelesaian



Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Bendungan Karangnongko di Kabupaten

Bojonegoro”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan sistematis, penelitian ini merumuskan
permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi TKD di Desa Kalangan dan Desa
Ngelo untuk pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten
Bojonegoro?

2. Apa saja kendala sosial, administratif, yuridis dan kelembagaan yang dihadapi
dalam pelaksanaan ganti rugi TKD di Desa Kalangan dan Desa Ngelo?

3. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2024 tentang Pengelolaan Aset Desa dalam penyelesaian pengadaan TKD untuk
PSN?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pemberian ganti rugi TKD di Desa
Kalangan dan Desa Ngelo pada pembangunan Bendungan Karangnongko di
Kabupaten Bojonegoro;

2. Menganalisis berbagai kendala sosial, administratif, yuridis, dan kelembagaan
dalam proses penyelesaian pengadaan TKD di Desa Kalangan dan Desa Ngelo;

3. Mengkaji implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 dan
mengidentifikasi sejauh mana regulasi tersebut menjadi solusi dalam
perlindungan aset desa di Desa Kalangan dan Desa Ngelo pada pembangunan

Bendungan Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Akademis



Memberikan khazanah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan aset desa
dalam konteks PSN, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori
implementasi kebijakan publik di bidang pertanahan dengan pendekatan

kualitatif.

. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah dan Kantor Pertanahan, penelitian ini dapat menjadi bahan
masukan untuk perbaikan mekanisme pengadaan TKD agar lebih efektif dan
sesuai regulasi;

b) Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang
komprehensif tentang pengelolaan aset desa, khususnya hak dan kewajiban
dalam proses pelepasan aset desa;

c) Bagi masyarakat, dapat menjadi sumber informasi dan edukasi tentang
pentingnya perlindungan aset desa dan prinsip keadilan dalam pengadaan

tanah.



BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan pemberian ganti rugi TKD dalam pembangunan Bendungan
Karangnongko telah dilaksanakan melalui tahapan pengadaan tanah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari inventarisasi dan
identifikasi, penilaian oleh penilai independen, musyawarah penetapan bentuk
ganti kerugian, hingga pembayaran ganti rugi. Pengadaan tanah ini berdampak
pada 25 bidang TKD di Desa Kalangan dan 5 bidang TKD di Desa Ngelo. Dana
ganti rugi telah ditempatkan pada rekening kas Desa. Namun, penyelesaian
pengadaan TKD belum sepenuhnya tuntas karena proses pemulihan aset desa
melalui penyediaan tanah pengganti masih berlangsung. Dengan demikian,
keberhasilan penyelesaian pengadaan TKD tidak hanya ditentukan oleh
terlaksananya pembayaran ganti rugi, tetapi juga oleh terwujudnya tanah
pengganti yang sah, setara, dan dapat berfungsi kembali sebagai aset desa.

Kendala penyelesaian pengadaan TKD di Desa Kalangan dan Desa Ngelo
menunjukkan adanya hambatan sosial, administratif, yuridis, dan kelembagaan
yang saling berkaitan. Secara sosial, kekhawatiran masyarakat terutama
berkaitan dengan kualitas, lokasi, dan manfaat tanah pengganti. Secara
administratif, hambatan utama terjadi pada fase pascapembayaran, seperti
penyesuaian dokumen, biaya operasional pencarian tanah, persoalan rekening
kas Desa, serta belum jelasnya mekanisme konversi dana ganti rugi menjadi
tanah pengganti. Secara yuridis, terdapat pertemuan antara ketentuan
pengadaan tanah dan ketentuan pengelolaan aset desa yang harus dilaksanakan
secara bersamaan. Sementara itu, secara kelembagaan, koordinasi lintas instansi
masih belum optimal. Dalam perspektif tata kelola aset desa, hambatan utama
bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya tata kelola

transisi dari pelepasan TKD menuju pembentukan aset desa pengganti.

. Implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 dalam penyelesaian

pengadaan TKD untuk Bendungan Karangnongko bersifat progresif, tetapi
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belum sepenuhnya efektif. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi
kebijakan Edwards III, efektivitas regulasi ini masih terbatas karena komunikasi
antaraktor belum seragam, sumber daya administratif dan fiskal belum
memadai, disposisi pelaksana cenderung berhati-hati, serta struktur birokrasi
masih terfragmentasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya implementation
gap, yaitu jarak antara norma hukum yang telah diperbaiki dengan kapasitas
pelaksana untuk mewujudkan pemulihan aset desa. Dengan demikian,
Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 telah memperbaiki hambatan normatif,
tetapi belum sepenuhnya menutup celah implementasi pada tahap operasional

dan substantif.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu mempercepat penyelesaian izin dan
pembentukan tim tanah pengganti. Dinas PMD dan Dinas PU SDA perlu
menetapkan penanggung jawab, batas waktu, dan alur kerja yang jelas agar dana
ganti rugi yang sudah masuk rekening kas Desa dapat segera digunakan untuk
membeli tanah pengganti.

Dinas PU SDA bersama Kantor Pertanahan dan KJPP perlu segera
menindaklanjuti calon tanah pengganti yang telah disiapkan desa. Tindak lanjut
tersebut dilakukan melalui pengukuran, penilaian/appraisal, dan pemeriksaan

kesesuaian tanah agar calon tanah pengganti tidak berhenti pada tahap rencana.

. Pemerintah Desa Kalangan dan Desa Ngelo beserta BPD wajib menyiapkan

dokumen teknis lengkap dan memastikan tanah pengganti setara secara nilai

dan fungsi agar dapat kembali dimanfaatkan sebagai aset produktif desa.

. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif pada kasus

pengadaan TKD di PSN lain atau lintas kabupaten untuk menguji apakah
pergeseran bottleneck ke fase pascapembayaran juga terjadi pada konteks yang
berbeda, sehingga dapat dibangun model penyelesaian yang lebih luas

penerapannya.
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bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Aset Desa
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Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek
Strategis Nasional

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/116/KPTS/013/2023 tentang
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan
Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timu
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